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PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTU
ERI BUKAN BE

TERHADAP PEGAWAI NEG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR g TAHUN 2022

TENTANG
TAN GANTI KERUGIAN

DAERAH

NDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

UPATEN PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN,
snvelesai intuitan

bahwa dalam pelaksanaan proses penyelesaian tt KAA
ganti kerugian daerah terhadap pegawai Ae eriatah

jab: ain di lingkungan
2

:

bendahara atau pejabat lain
Ngk Me PAtian

dilaksanakan secara tepat, benar da
6

peraturan yang

a.

rlu ,

erundang-undangan,
pe Ma Naa

mengatur Pedoman penyelesaian
tuntutan ganti kerugia

daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau

pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan,
'ati2

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ya)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 201

Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian

tentang
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain, perlu membuat peraturan yang mengatur

Pedoman penyelesaian tuntutan ganti kerugian dacrah

terhadap pegawai ncgeri buka
n bendahara atau pejabat lain:

membuat

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti

Terhadap Pegawai Negeri Bukan
an Pemerintah

Bupati
Kerugian Dacrah
Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkung(3
Kabupaten Pelalawan:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna

Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2.

4880):“
Dipindai dengan CamScanner
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),"
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5934),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain:
Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
$ Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8):

9.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PELALAWAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
|.

6.

is
|

10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Bupati adalah Bupati Pelalawan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
2
3.

Rakvat Daerah dalam penvelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan.

4

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pelalawan.
3.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan
tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

8.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain
tugas bendahara.

Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian
Daerah.

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab
hukum untuk mewakili seseorang karcna sifat pribadinya dianggap tidak
cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam
hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya
perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas
kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang
Merugikan.
Ahh Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan
kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya
IPA
ani,

saran Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
Ep Pkl adalah perangkat dacvrah pada pemerintah daerah selaku

Lesuna anoparan/pengguna barang, yang juga melaksanakan
,

pe seajuat ketuanpan daerah.

bear Perselesaaan Kerupiaan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
penat Gabut sang berwenang UNUk menyelesaikan Kerugian Daerah.

La data degan Kerap Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD
engan tan sate bertugas ancmnproses penyelesaian Kerugian Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
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Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disebut Majelis adalah para pejabat/pesgawai yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan
pendapat penyelesaian Kerugian Dacrah.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Dacrah dimaksud.
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang
sclanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh
Bupati/ Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.K
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya
disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati
yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan
penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain.
Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.22

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

23La

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang
dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga
nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

(1)

Pasal 3e
PPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah,
b. membentuk dan menetapkan TPKD,
c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD,
d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa

Keuangan,
ce. membentuk dan menetapkan Majelis,
i. menctapkan SKP2KS,
8». menctapkan SKP2K, dan
h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian

Daerah.

Tupas dan wewenang PPKD dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku
bendahara umum dacrah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana
dunaksud pada ayat O) huruf e, hurufg dan huruf h.
Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara
jaan daerah tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh
Kepala SKPKID.

pe

MAT TEA TNAR PA TN AP manga

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian
Daerah.
TPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah,
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah,
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah,
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan
penyelesaian Kerugian Daerah, dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

TPKD terdiri atas pejabat pada unit Perangkat Dacrah yang
melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat
pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

(2)

(3)

Pasal 5

TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas
dan wewenang.

(1

Sekretariat TPKD dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga
Majelis
Pasal 6

PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian
Daerah.

Penyelesaian kerugian daerah yang dimaksud meliputi :

a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain :

b. pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah
dikeluarkan SKTJM, atau

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas
Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai

dengan keahliannya.
Pasal 7

Majclis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan
kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan

wewenang:
a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang

Merugikan /Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah,

b. mcminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu,

(1

(2)

TAIP

11

(3

(2)

PT bukti yang disampaikan,
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(1)

(2)

(1)

g

h.

Majelis dalam silang untuk penvelesea kete

ulat:
menyetujui ata telak nee
oleh TPKD:
memberikan pertambuapd pera ad

danfatau barang milik ahae

melaporkan hasil sada Bepe PER
melaksanakan hal Lan au dip PataLe
Daerah.

dimaksud dalam Pasal 6 awal (Bh haantat oa.
Wewenang:

(3)

a.
b.

Cc.

d.

Majelis dalam sidang untuk penvelesatan Kerugian Daerah seba

memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan bana:

memutuskan penyerahan upaya penagihan Kemugi 5.5

instansi yang menangani pengurusan PIUPANG NOS bara
memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K, dan
melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penvelesanas
Daerah.

dimaksud dalam Pasal 0 avat (2) huruf «. mempunyat Kuna
wewenang:

(4

a.
b.
Cc.

memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD:
memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKM,
menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, MOneii punah
sebagian keberatan dari Pihak Yang Merusikan Pengampu Yati
Memperoleh Hak/ Ahli Waris:
memeriksa bukti,
memeriksa dan meminta
Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak Ahli Waris dan catat

pihak yang mengetahui terjadinya Kerumian Daerah:
meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang merutliki

kcahlian tertentu,
melalui PPKD dapat meminta TPRD untuk melakukan pemeriksaan

keterangan pihak Vin
d.
e.

f.

ulang,
memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian
Daerah:
memberikan pertimbangan penghapusan atas Uang, surat berhaua,
dan/atau barang milik daerah:
memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K: dan
melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian
Daerah.

h.

1Td

Pasal 8

Untuk membantu tugas Majelis dibentuk sekretariat Majelis.

Sekretariat Majelis dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN
HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

Informasi tentang kerugian dacrah dapat diketahui dari:
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung,
b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah,

Dipindai dengan CamScanner



C0 Pemuka Balai Hee ea
cl laporan tertulis ara beras

Co Informasi tertulis da aa

Po perhitungan evan odan ata

8. pelapor sevar tertulis.

(2) PPKD wajib menindaklantut serap Haters

dengan didahului kernlinas alot

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagainya
Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan tudikasi Kerugian Daerah

Pasal 11

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan ts

Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah #itassan
oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan amrtota
DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan let
sekretaris DPRD.

(3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala Peranui
Daerah /kepala SKPKD, verifikasi atas setiap anforimasi Kerustan Data:
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretuis Daerah,
verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

(5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan cnggota
lembaga nonstruktural yang dibiayar APBD, verihikasi alas setap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga
nonstrukturual.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat 4 dilaporkan kepada Bupati paling tama 4 (empat) hari kerja

sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Dacrah,

Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling Jama

3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim

Penyelesaian Kerugian Daerah
Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil

verifikasi, Bupati membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya laporan.

(2) TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh)

hari kefia
sejak dibentuk.

Dipindai dengan CamScanner
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(3

(1)

(2)

Pasal 14

TPID dana esaanas peran
Kk

Tenaga ahli: dapat terasa,
yang Ridilluts el na

perundang arelapnta

Pasal 15

TPKID menyampaikan isak pereaksi
kepada Pihak Yans Merusak Penista Ia
Waris paling lama 2 (dua) bari kei netelahi pa.
berakbar.

11

Pihak Yang Merugikan/ Pengampu 'Yan Memperoleh oo Aa

dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemer
Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
melampirkan dokumen pendukung.
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada awat (ML disampa
TPKD paling lama Lt (empat belas) hari kerjo sejak SU oa

pemeriksaan sementara disampaikan.r
Pasal 16

TPKD memberikan jawaban paling lama 2 Iduap har kerna seru
1)

tanggapan diterima.

Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada wat (0) daserup,
TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
Dalam hal tanggapan tersebut ditolak, TPRD melampirkan tanggapan
Pihak Yang Merugikan Pengampus Yan Mempersieb Hak Ahh Wars
dalam hasil pemeriksaan.
Dalam hal tanggapan tidak diterima oleh TPRD saman dengan batas
waktu yang ditentukan, dianggap Ubak ada keberatan atas had
pemeriksaan.
TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan
tanggapan dari Pihak Yang Merupikan Peuparapu, Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris.

Laporan hasil pemeriksaan disamipaukan kepada PPRD paling lama S3 tawa
hari kerja sejak diterimanya tahgpapan.

(2)

(4)

(5)

ec
(6)

Pasal 17

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa
kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah
disebabkan oleh :

a. perbuatan melanggar hukum atau lalai atau
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai paling sedikit memuat:
a. dasar penugasan TPKD,
b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah:
c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Dacrah yaitu

perbuatan melanggar hukum atau lalai:
d. jenis obyek Kerugian Daerah,
ce. jumlah Kerugian Daerah:

rekomendasi hasil pemeriksaan, dan
&. kesimpulan.

b

—
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| ' Kepala SARA
DR PP pa paka :

. .

ai BER IN pra
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Kata & "
1

:
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lia 3 ,

FLAUC11H K

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawah Mutlak

Pasal 10

i) potea una i ya ,

" Petra Dena 3 Tan '
' Ha

pia Paha pa pra
,

Pa par ati era wala

Doslasn dual Hiho atas Mo pat sopan , Na Na

cita pa Ti OA (ba pora t it h bra. Ni ,

Maa ira : AN
Pein aa : pra Kotbah

Daernab dala bentuk GL IM

Proses penantian petakan kesiasas Draco ata
dilakukan palu Tas Bantah Tia apa bea asas MAh

pPEnuUYanaN.

SKTJM paline sedikit memuat
AL Identitas Pihak Yang Mentuian, Peaanap Yap Meraperaleh

ik
bh. jumlah kerugian Daerah sang harus dihanar
( Kap Pan an hn RA Pa DN pa as
(Lo pernyataan penyerahan bara jaman data
—. peruyataan oliaga Pihak Kamu Menisikan, Peta Yaris

Memperoleh Hak Ahh Waris bahasa penuaan nee ada bapa
ditarik kerabali.

—
Dipindai dengan CamScanner



(4)

(F)

Pesat S0

M

Pasal

Kk

Pi

Vi

Pasal 23

Data bal Pebak Yan Mertua Beren as Metipenaleh Pai
Waras Kerunan Daenahi akal kebab anatik petahana

Bapa Gesta densan hewani abaya nh bapa paka
AAL

waktu,
akta sela sebar diah satadahang Pasal

Perpanjangan waktu Gebang dimaksud pola Gate teen
dengan keputusan Bupati

diberi kewenanean PPK palu ba Pata) baba sebelum patut teapo
berakhuar.

Kepada GKPI ai peka pena Bea ea Bata aga basa bara

permohonan perpanjangan Waktu Sebagian k sud padat
paling Jamu S ima) bari kena Setelah pengajuan perpanjangan waktu
diterima.

Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (!) meliputi:

b.
keadaan kahar:
Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan denyan
surat keterangan dokter/ rumah sakit: dan

Dipindai dengan CamScanner



2.

Dan mati
ai haha

nba
MN ma om... Bana ht Me, nahan mna Mamah an

Dipindai dengan CamScanner



12

Pasal 29

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14Ud

(empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara

tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.(2)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
(3) P

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan

SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada

PPKD untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah,
b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau pejabat lain, dan/atau
uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

2.

Berdasarkan pertimbangan Majelis, PPKD melakukan hal hal sebagai
(2)

berikut:
a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian

Daerah.
b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau pejabat lain, dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah paling
sedikit memuat:

identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahh Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah:
jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
sendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan
'uihk daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
sendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
bugau peri rintahan dan

Ooo pelteeatann bahwa telah terjadi kekurangan:
Io Uang, Surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain: dan/atau

£
ha

Dipindai dengan CamScanner
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uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

2.

(HP Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, diatur scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majclis menerbitkan SKP2K paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak Majelis menctapkan putusan hasil sidang.

Pasal 33

(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan,
b. Majelis: dan
c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

TA

(2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
pahng lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Ce

Pasal 34

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai
alas berkurangnya:
a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau
b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
aa. milai buku: atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

Si Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang
makan adalah nilai vang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.dist

Pasal 35
Ce

TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi
ntuk menghitung nilai Wajar suatu barang milik daerah.

0 Pirak kung memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Sui mh jnstunsi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki
Geeusi sesat Gengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
D.sang nuhrk daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah
Meteran solisih antara nilai Wajar atau nilai buku dengan milai

Pine aSLTGNSI

Pasal 37
Meat net surat berharga, atu barang milk daerah akibat

oem ata Jalah Kang sudah ditentukan nilai
Do PPhda anelakukan pengakuan pernbebanan Kerugian

ptt Koagunari Daerah Ssebagumana dimaksud pada
Met SBI AL SKPEKS atau SKP2K,

K

Dipindai dengan CamScanner
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BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 38
atas penyelesaian Kerugian

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan Yang MemperolehDaerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/

Hak/Ahli Waris.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayal
SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat Penak

(1) berdasarkan SKTJIM,
Ian.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). diterbitkan oleh

Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKPDKS,

atau SKP2K ditetapkan.
Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS seba

pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris,
b. jumlah Kerugian Daerah yang h

dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS,
c. tata cara pembayaran, dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SkKP2K sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (3), paling sedikil memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris,
b. jumlah Kerugian Daerah y

dan jangka waktu yang ditet
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesu

dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K:
d. tata cara pembayaran, dan
e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak

Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling
lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

gaimana dimaksud

arus dibayar sesuai dengan jumlah

P

ang telah dibayar sesuai dengan jumlah
apkan dalam SKTJM atau SKP2KS,

ai dengan jumlah

Cc

Pasal 39

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang
berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang
dalam SKTJM.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang
tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD
memberikan surat teguran tertulis.

(1

Pasal 40

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2),

dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat

peringatan pertama, dan peringatan kedua.

Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran
sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

£
Dipindai dengan CamScanner
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Dalam
hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahh

aris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari

kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan
kedua.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli
Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari

kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan

wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan

SKP2K oleh Majelis.
Pasal 41

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian
Daerah yang

berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang

tertuang dalam SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh

Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum
dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD

memberikan teguran tertulis.

(4

Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran

sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah(3

mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),

dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan

pertama dan peringatan kedua.

Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

e
Gd

kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran

sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari

kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan

kedua.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pcngampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan

keputusan Majelis.
Pasal 43

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang
berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang
dalam SKP2K.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum

dalam SKP2K bclum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD
memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),
dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan
kesatu dan peringatan kedua.

Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran

Mag tercantum dalam SKP2K.

ah Tea, Ta

Dipindai dengan CamScanner
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Dal i

Waris me bnihak Yang Merugikan/
Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli

kalender sebacai
uni ewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan

kedua.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian

Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di

'P1al

(4)

wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 45 Waris

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
| “aera

menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum

berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(l d

ayat (3).

Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(2)
dilakukan melalui:
a. bank,
b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos, atau

c. bendahara penerimaan.

Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan

menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari(3)

kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DA
N PELAPORAN

Pasal 46

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian

Kerugian Daerah.

(1)

(2

Pasal 47

Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap

setiap
..

pem bayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas

umum daerah.

Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak

Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah

melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan

Jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
P

Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling

sedikit mernuat:
ade htitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

HakJ/Ahli Waris:
—

punah Perugian
Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah

dan jangka waktu yang ditetapk: alai KT 3kKP2K

Daan
yang pkan dalam SKTJM, SkKP2KS, atau

pen
ya “ " bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Mernperoleh Hak/Ahli Waris tek
n

|

aris ah melakuk lunas
i

kerugian Dacrah:
#n pelunasan

santi

£
Dipindai dengan CamScanner
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d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam

hal surat keterangan
lunas diterbitkan atas dasar pelunasan

SK KM:

ayaan yang disita,

as dasar pelunasan
SKP

dan
pernyataan pengembalian harta kek

dalam, halLINA

surat keterangan lunas diterbitkan at

atau SKP2K.

(4) Dalam hal surat keterangan
lunas diterbitkan

SKTJM, disertai dengan pengembalian
bukti kepem

(5) Dalam hal surat keterangan
lunas diterbitkan

atas dasar Pe epada

SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan
surat permohonan ab Pam.

instansi yang berwenang untuk pencabutan
sita atas harta KkeKkayaa

Pasal 48

t keterangan
lunas sebagai

atas dasar pelunasan

ilikan barang jaminan.

pelunasan

mana dimaksud

Kepala SKPKD menyampaikan sura

dalam Pasal 47 ayat (2) kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan,

b. Majelis,

,
.

c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang
Memperoleh

Hak/Ahli Waris

yang melakukan penyetoran ganti Kerugian
Daerah, dan

d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 49

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat
dibuktikan

lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak
Yang

Merugikan / Pengampu/ Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dapat

gan tagihan.

'P

9

mengajukan permohonan penguran

ang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

kec kas daerah, pengurangan tagihan

Dalam hal Pihak Y
1), menjadi dasar pengembalian

(2) Waris telah melakukan penyetoran

sebagaimana dimaksud pada ayat (

kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara umum daerah

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2).

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun

anggaran berkenaan, dibe
bankan pada belanja tidak terduga.

Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Memperoleh

melakukan pengembalian kelebihan

(4)

(5)
paling sedikit memuat:

identitas Pihak Yang Merugikan/Pen

Hak/Ahli Waris,
8 / sampu/ Yang

b. dokumen SKP2KS/SKP2K: d
an

jumlah Kerugian Daerah yanyang telah dibayar sesuai
i

dan jangka waktu yang ditetapkan dalamEgi Jumlah
A.

Cc.

Pasal 50

Akuntansi dan pelapor:laporan kcuangan dal

Akuntansi
dar

Keuang
alam rangka pen

. .

laksanakan sesuai dengan ketentuan Pena esaian aanperundang-
d

undangan.

peLApO

BAB VIII

RAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 51
aran Kerugian Daerah kepada Bupati

J
|

(4) Kepala SKPKD melaporkan penyeles

ampiri daftar Kerugian(2) Li p Ne b La mana lin fe ksu 1 pada AYz t d
2 3 ITL SG “edi

Der
1!AlPpid

Pa

Dipindai dengan CamScanner
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(3) Bupati
diMaksud aaporkan

penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana

Menteri an . ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada

baling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

mt

4(4)
Gubernur

melaporkan penyelesaian Kerugian Dacrah sebagaimana

K
maksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bin

a

Cuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran

berakhir.

Pasal 52

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa

Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian

dinyatakan selesai.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 53

() Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang

dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
berdasarkan pertimbangan dari instansi yang

menangani urusan utang/ piutang negara.

Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang
setelah

(2)
negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan

mendapat persetujuan
dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(35 Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.

(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini

dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan

Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Ketentuan mengenai format:

surat keterangan tanggung jawab mutlak:

keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara:

keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah:

Keputusan pembebanan penggantian kerugian atas keputusan

permbebanan penggantian kerugian sementara:

Keputusan pembebanan penggantian kerugian atas keterangan langgung

JesabanutUak wanprestasi:
! penaesehan atas kerugian daerah:
» pergiaa berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian

Her apiung dan
: Serat kdaanpan Yunus:

Hnentan daan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

1

Pat

ha daa 2.

Dipindai dengan CamScanner



19

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 56

Pad
Na

Tab Ag TAN
Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40

Perbendaharaan K ang
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Kabun:
cuangan Daerah Terhadap Pegawai Negeri (Benta Daerah

abupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak
mn 4

berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

am Berita Daerah Kabupaten

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dal

Pelalawan.

Ditetapkan dj Pangkalan Kerinci

pada tanggal| 1S Maret 2012

f BUPATI PELALAWAN,LD

3 ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci

pada tanggal 15 Maret 1021
SEKRETARIS D BUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 9

na
A
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